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NoMoR 4b reguN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturart

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2OL4 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati dapat mendelegasikan

evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

kepada Camat atau sebutan lain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pendelegasian Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan

Negara (Iembaran Negara Reprrblik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.
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4.

5.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI4 Nomor

7, Tambahan L,embar€rn negara Republik Indonesia Nomor

5ae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lambaran Negra Republik Indonesia

Nomnor 56791;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2lO4 Nomor 2O93);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahua 2OL4

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2LO4 Nomor 2O9a\

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.OT 12016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2Ol7

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor

1883);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2OL6

Nomor 11);

Peraturan Derah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2OLT (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2OL6 Nomor 15);

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12. Peraturan Derah Nomor 10 Tahun 2A16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2016 Nomor 1O);

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN

WEWENANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilyah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperunhrkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggara€rn pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaya€rn

masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

tain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahun pemerintah negara yang disetujui

Dewan Perwakilan Ralryat.
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(1)

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

ApBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat

APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

kepada camat.

Pasal 3

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lama 2O (dua puluh) hari ke{a sejak

diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perturan Desa tersebut berlaku

dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan desa

tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh hari kerja terhitung

sejak diterimanya hasil evaluasi.

(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa

sebagaimana dimaksud ayat (3) dan Kepala Desa menetapkan

Rancangan Perturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Camat dapat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa

kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa.

Pasal 4

Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berpedoman

kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan Penggunaan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa yang dalam pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan

Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2)

(3)
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BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada aO !YO'6td 29L7

RAWAS,

GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2t Agonr 2Ol7

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI7 NOMOR 4L

BUPA

H.
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